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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan 
nomor 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb dalam menjatuhkan putusan tindak pidana 
pencucian uang yang merupakan hasil narkotika. Metode yang digunakan 
dalam penulisan adalah metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan 
berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian 
ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan 
dengan materi yang dibahas dalam makalah ini. Dengan pendekatan kasus 
Putusan Nomor : 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb. Hasil dari penelitian ini adalah 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang 
yang merupakan hasil tindak pidana narkotika pada putusan nomor 
637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. 




The purpose of this paper is to examine the judge’s consideration in decision 
number 637/Pid.Sus/ 2019/PN.Jmb in dropping the decision of the crime of 
money laundering which is the result of narcotics. The method used normative 
method namely research conducted based on reading sources, is laws, books, 
scientific articles, mass media, and legal journals relating to material 
discussed in this paper. case approach Decision Number: 
637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb. The results of this study are Judge’s consideration 
in issuing a money laundering decision which is the result of a narcotics crime 
in decision number 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb is based on juridical 
conderations and non-juridical considerations 
. 






A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka 
seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus 
berpedoman pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum 
tidak tertulis. Hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk 
menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala 
perbuatan manusia yang dilarang maupun diperintahkan.  
Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan 
hukum itu sendiri, salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum 
pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang. Perbuatan 
tersebut yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila melanggar maka 
akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Hukum pidana memiliki 
karakteristik yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. 
Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. 
Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah 
kejahatan narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh 
tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut 
dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit 
rangsanggan, semangat dan halusinasi.1 Peredaran narkotika di Indonesia sudah 
sangat memprihatinkan, terbukti hampir setiap hari tertangkap atau terungkap 
adanya perdagangan illegal narkotika tersebut diberitakan oleh media masa. 
Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus 
batas-batas negara di dunia melalui jaringan menejemen yang rapi dan 
teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (transit-
state) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal 
(point of market-state).2 
Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan termasuk 
narkotika untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan 
jejak. Pelaku kejahatan narkotika tidak mungkin leluasa menggunakan uang 
hasil kejahatannya tanpa melakukan terlebih dahulu proses pencucian uang. 
Selain karena jumlah uang mereka yang berjumlah besar, bila mereka tiba-tiba 
muncul dengan life style yang begitu megah dan mewah tanpa bisa 
menyampaikan alasan asal usul uangnya tentu akan mengundang kecurigaan 
petugas.3  
 
1 Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. Narkoba, psikotrapika dan gangguan jiwa, (Yogyakarta, 
Nuha medika, 2013), Hal. 1 
2Lilik Mulyadi, Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba. Jurnal Hukum dan 
Peradilan. Vol. 1 No. 2, Juli 2012. Hal. 312 
3 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di 




B. Rumusan masalah 
Berdasarkan uaraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus putusan nomor 
: 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb adalah. Bagaimana pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara nomor : 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb ? 
C. Metode penelitian 
Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan, yang didukung dengan bahan 
hukum sekunder berupa literatur dan sumber lain yang memuat penjelasan 
yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan 
guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik 
deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum. 
 
D. Tinjauan pustaka 
Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan 
sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang 
salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan beruang. Agar 
peraturan- peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan 
ditaati sehingga menjadi kaidah hukum.  
Maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan 
unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan 
memaksa setiap orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta 
memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang 
tidak mau mematuhinya.4 
Hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana 
mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan 
kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana 
dianggap sebagai ultimum remidium, yaitu upaya terakhir guna 
memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberikan 
tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena 
sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapannya dilakukan 
jikalau sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.5  
Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam undang – undang 1945 
yaitu tindak pidana pencucian uang. Istilah money laundering berasal dari 
kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian 
(laundromat) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil 
kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal 
minuman keras, perjudian dan prostitusi.  
 
4 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana:Mulai 
Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, (Jakarta, Kencana, 2016), Cet.3, Hal.18 
5 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), Hal.1 
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Istilah tersebut merujuk kepada tindakan sindikat penjahat atau mafia 
terkait obat bius, narkotika, perjudian dan prostitusi, yang memproses uang 
hasil kejahatannya  untuk dicampur dengan bisnis yang sah, seperti yang 
dilakukan Al Capoen pada tahun 1930-an. Tindakan mereka mengalirkan 
uang hasil kejahatannya ternyata bertujuan agar uang hasil kejahatan 
tersebut menjadi bersih atau tampak sebagai uang yang sah.  
Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian uang, maka 
perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang sebagai 
tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (tax evasion).6 
Menurut Ali Syahban Pencucian uang adalah proses untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari 
hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan, perbuatan 
pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat 
mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya 
keuangan negara.7 
Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
unsur-unsur syarat- syarat tertentu, sedangkan roeslan saleh menegaskan 
bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.8 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal 
yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan pencucian 
uang. 
Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang 
melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah 
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-
ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-
Undang tersebut. Tindak Pidana Narkotika juga dapat dikatakan adalah 
menggunakan atau mengedarkan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. 
Pengertian narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah 
zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
 
6  Yenti Garnasih, Opcit hal 199 
7 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta, Deepublish, 2017), 
Hal.Anang,“MoneyLaundering 
(PolitikCuciUang)”,http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money- laundering-politik-cuci-uang, 
diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 20.44 WIB 
8 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung, 




menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan. 
Dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas 
bahwa Tindak Pidana yang diatur di dalamnya merupakan kejahatan, 
karena narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu 
pengetahuan, apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut 
maka sudah merupakan suatu kejahatan.9 
E. Pembahasan 
1. Kasus Posisi 
Berdasarkan putusan nomor : 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb 
menyatakan Terdakwa Rohim Bin. Juneb tersebut diatas, terbukti 
secara   sah   dan   meyakinkan   bersalah   melakukan   tindak   pidana     
“  pencucian  uang  dengan  membelanjakan  atas   Harta   Kekayaan  
yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkotika  dengan  
tujuan  menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan  “,  sebagaimana  
dalam Dakwaan Tunggal. Hakim menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 
dan dan Denda sejumlah Rp.1.000.0000.0000,00  (satu   milyar   
rupiah)   dengan   ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar   
diganti   dengan   pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dengan 
barang bukti Menetapkan barang bukti berupa Salinan mutasi rekening 
bank BRI nomor rekening : 0020 – 01 – 003427 – 53 – 8 atas nama 
SITI MURNIATI tahun 2016,tahun 2017, dan tahun 2018. 
2. P
ertimbangan Hakim 
Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka 
perlu dipertimbangkan terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  
dan yang meringankan Terdakwa; 
Bahwa  terhadap  lamanya  pidana   yang   akan dijatuhkan  
kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim   mempunyai   pertimbangan yang 
dikaitkan dengan  tujuan  pemidanaan  adalah  bukanlah  merupakan 
suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah 
dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut 
memiliki dua fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. 
Prevensi  spesial  ditujukan  khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi 
atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, 
sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.  
Sedangkan  prevensi  general  ditujukan  kepada khalayak ramai 
ataupun masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah 
melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan  
 
9 Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta, Malta Pritindo, 2018), Hal 198. 
267 
 
sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh   Terdakwa,   maka Majelis  
Hakim  memandang  cukup  tepat  dan  adil   apabila   kepada  
Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang  akan  disebutkan  dalam  
amar putusan dibawah ini; 
Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan  
penangkapan  dan  penahanan  akan   tetapi   Terdakwa   merupakan 
terpidana dalam perkara  narkotika  dan  masih  menjalani  hukuman; 
 
Bahwa terhadap barang bukti  yang  diajukan dipersidangan 
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
Bahwa barang bukti berupa  salinan  mutasi  rekening  bank 
BRI nomor  rekening  :  0020  –  01  –  003427  –  53  –  8  atas  nama  
SITI MURNIATI tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 yang telah 
dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  maka  perlu  ditetapkan  
agar   tetap terlampir dalam berkas perkara; 
Bahwa terhadap  barang  bukti  berupa  bangunan  rumah di 
Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten  Muaro  
Jambi  Propinsi  Jambi  dengan  luas  259  M2  beserta  Sertifikat  Hak  
Milik  atas nama CHOTIMAH Nomor Hak Sertifikat 00226 dan Nomor 
Indentifikasi bidang 06.10.05.21.00241 yang  bukan  merupakan  hasil  
dari  kejahatan  tindak pidana narkotika melainkan dari uang pinjaman 
Saksi Siti Murniati kepada Bank, maka sangat adil  apabila  ditetapkan  
agar  barang  bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa mengancam stabilitas perekonomian dan 
integritas sistem keuangan negara; 
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
dalam memberantas tindak pidana pencucian uang; 
- Terdakwa sudah pernah dihukum;  
Keadaan yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya; 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara 
Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang – 
Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak  Pidana Pencucian Uang dan Undang – Undang Nomor  :  8  
Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang –  





Dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika pada putusan nomor 
3637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb terhadap Rohim selaku terdakwa Majelis 
Hakim membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat 
yuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
yaitu melihat dari peraturan perundang- undangan tuntutan dari Jaksa 
Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa di 
dalam persidangan dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis 
yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, sifat sopan dan santun 
terdakwa dalam persidangan dan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan.  
2. Saran 
Sebaiknya para penegak hukum harus betul-betul memahami Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang, dan hendaknya para penegak hukum 
membuktikan tindak pidana asalnya, sehingga harta kekayaan yang 
menjadi objek pencucian uang jelas asal usulnya berasal dari tindak 
pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan 
terhadap terdakwa harus cermat memperhatikan fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang melatar belakangi 
terdakwa melakukan perbuatannya agar putusan yang dijatuhkan dapat 
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